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BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum di
Kabupaten Sekadau periode Tahun 2017 - 2021, perlu
menetapkan pedoman seleksi calon Direksi Perusahaan
Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu Pedoman Seleksi Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten
Sekadau yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan
Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4344 );

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Idonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin
Meragun Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 60 Tahun 2016
tentang Organisasi, Kepegawaian dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten
Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016
Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEKADAU.




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sekadau;

3. Bupati adalah Bupati Sekadau;

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya
disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum
Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;

5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;

7. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Direktur Perusahaan
Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;

8. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Seleksi
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun
Kabupaten Sekadau;

BAB II
MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR
Bagian Kesatu
Panitia Pelaksana

Pasal 2

(1) Pelaksanaan seleksi calon Direktur PDAM dilaksanakan
oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

(2) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana
dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. Pengarah : 1. Bupati Sekadau

2. Wakil Bupati
Sekadau

b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Kabupaten Sekadau

c. Ketua . Asisten Perekonomian
dan Pembangunan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sekadau




d. Wakil Ketua

€.

f.

Staf Ahli Bupati Bidang
Pembangunan, Ekonomi
Dan Keuangan

Sekretaris : Kepala Bagian
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah

Kabupaten Sekadau

Kepala Sub Bagian
Sumber Daya Alam
Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sekadau

Anggota : 12 (dua belas) orang

(3) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3)
adalah sebagai berikut:

(1)

a.

b.
>

menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan
seleksi dan penyaringan calon Direktur PDAM;
mengumumkan formasi jabatan calon Direktur PDAM;
menyusun anggaran untuk pelaksanaan seleksi calon
Direktur PDAM,;

menyusun syarat-syarat calon Direktur PDAM dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku:
menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi calon
Direktur PDAM;

menyeleksi dokumen administrasi calon Direktur
PDAM,;

menetapkan calon Direktur yang lolos seleksi
administrasi untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan
Misi serta Uji Kepatutan dan Kelayakan calon
Direktur;

menyusun, membuat laporan dan memberikan
petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan
seleksi calon Direktur;

memberikan pertimbangan dalam menentukan calon
Direktur yang akan diangkat menjadi Direktur kepada
Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM;
bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
seleksi kepada Bupati Sekadau;

Bagian Kedua
Tim Seleksi

Pasal 3

Untuk melaksanakan seleksi calon Direktur dalam
menguji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)
Bupati menunjuk Tim Seleksi dari unsur independen
yang berasal dari Pihak Ketiga;




(2) Dalam melaksanakan wuji kepatutan dan kelayakan
(fit and proper test) sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim
Seleksi berwenang menentukan susunan keanggotaan
Tim, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan
pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat
dipertanggungjawabkan;

(3) Penunjukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan tata kerja
Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan
Tim Seleksi;

(5) Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil uji kepatutan
dan kelayakan (fit and proper test) calon Direktur kepada
Bupati melalui Panitia Pelaksana;

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Direktur

Pasal 4

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

(1) Persyaratan Umum:

a. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan
dengan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
dilegalisir pejabat berwenang;

b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Sehat jasmani, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;

e. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih
berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat ;

f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat
sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan
usaha, dan perusahaan baik pemerintah  pusat,

pemerintah daerah maupun swasta;



g. Batas usia terhitung tanggal 24 Maret 2017
adalah maksimal 50 (lima puluh) tahun yang berasal dari
luar PDAM dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun
yang berasal dari PDAM, dibuktikan dengan fotokopy
Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

h. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau
pernah dihukum atas tindak pidana;

i. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung
atau tidak langsung yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan dengan PDAM Kabupaten
Sekadau;

J. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap
jabatan pada jabatan struktural atau fungsional di
instansi/lembaga Pemerintah Pusat / Daerah apabila
dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM
Kabupaten Sekadau;

k. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap
jabatan pada jabatan Direksi atau anggota Direksi
pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha
Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi
Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;

l. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap
jabatan pada jabatan dalam kepengurusan Partai Politik
atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan pada PDAM Kabupaten Sekadau, dan
jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku apabila dinyatakan lulus dan
diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;

m. Bersedia bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten
Sekadau

(2) Persyaratan Khusus:

a. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);

b. Berpengalaman mengelola penyedian air bersih dan /
atau mempunyai pengalaman kerja mengelola
perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan

sebelumnya;




(3)

(1)

(2)

(3)

c. Diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum
di dalam atau dari luar negeri yang terakreditasi,
dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat yang
dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara;

d. Mengajukan proposal berisi tentang Visi dan Misi
PDAM yang akan dijadikan pegangan apabila
menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;

e. Bersedia bekerja penuh waktu;

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati
Sekadau, Wakil Bupati Sekadau, Dewan Pengawas
dan Direksi PDAM Kabupaten Sekadau lainnya
sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau
kesamping termasuk menantu dan ipar;

g. Bagi pendaftar yang berasal dari internal
PDAM, wajib mengundurkan diri sebagai karyawan
PDAM atau mengajukan pensiun dini dari
kepegawaian PDAM apabila dinyatakan lulus dan
diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sekadau;

Selain persyaratan umum dan persyaratan khusus
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), persyaratan
lain yang harus dipenuhi oleh calon Direktur diatur dalam
Lampiran Pedoman Umum Seleksi Penerimaan Calon
Direktur PDAM Kabupaten Sekadau yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Proses Seleksi

Pasal 5

Panitia Pelaksana mengumumkan formasi calon Direktur
melalui:

a. Papan pengumuman Pemerintah Daerah;

b. Papan pengumuman PDAM,;

c. Website Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;

d. Media Cetak;

Pelamar calon Direktur mengajukan lamaran secara
tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana melalui
kantor pos setempat atau media lainnya yang ditetapkan
oleh Panitia Pelaksana dengan melampirkan persyaratan
yang telah ditentukan;

Panitia Pelaksana melaporkan setiap tahapan kegiatan
seleksi kepada Bupati;



Bagian Kelima

Calon Direktur Yang Berhak Diusulkan Menjadi Direktur

Pasal 6

(1) Calon Direktur yang berhak diusulkan kepada Bupati
untuk diangkat menjadi Direktur adalah 3 (tiga) orang
calon yang mendapatkan nilai terbaik;

(2) Dalam hal calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik
pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) mengundurkan
diri, meninggal dunia, atau karena sesuatu dan hal tidak
dapat diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi
Direktur, maka digantikan oleh calon direktur yang
mendapatkan nilai terbaik berikutnya;

(3) Pengusulan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pelaksana
melalui Dewan Pengawas;

(4) Pengusulan calon Direktur untuk ditetapkan menjadi
Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan oleh Panitia Pelaksana dengan
melampirkan:

a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi
Calon Direktur;

b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direktur yang
ditandatangani oleh Panitia Pelaksana dengan
dilampirkan Daftar Nilai Calon Direktur;

(5) Dewan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan
atas usulan penetapan calon Direktur;

Bagian Keenam
Pengarsipan Dokumen Direksi

Pasal 7

Berkas lamaran Calon yang telah diangkat menjadi Direksi,
Berita Acara Pelantikan dan Keputusan Pengangkatannya
diserahkan oleh Panitia Pelaksana kepada PDAM dan Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Sekadau;

BAB III
MASA JABATAN DIREKTUR

Pasal 8
(1) Masa Jabatan Direktur adalah selama 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan periode berikutnya;



(2) Apabila terjadi perpanjangan masa jabatan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan Direktur telah memasuki usia
60 tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan
hormat sebelum masa jabatannya berakhir;

BAB IV

PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKTUR

Pasal 9

Perpanjangan masa jabatan Direktur sebagaimana diatur
Pasal (8) diatur sebagai berikut:

a.

paling lambat dalam jangka waktu empat (4) bulan
sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur yang
bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
1. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah
Jabatan/Pelantikan Jabatan;
2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang
bersangkutan sebagai Direktur; dan
3. Memori jabatan yang memuat hasil kerja selama
masa jabatannya, hambatan dan solusi yang
ditempuh;
berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baik
diminta maupun tidak diminta oleh Bupati, Dewan
Pengawas melakukan pengkajian dan penilaian atas
dokumen administratif tersebut serta penelitian atas
Kinerja Direktur;
dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud huruf
b dinilai mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka
Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati
untuk diangkat kembali menjadi Direktur;
dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud huruf
b dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM,
maka Dewan Pengawas mengajukan usulan
pemberhentian dengan hormat  Direktur yang
bersangkutan kepada Bupati,
penilaian kriteria mampu meningkatkan kinerja PDAM
sebagaimana dimaksud huruf ¢ dan huruf d dengan
mempertimbangkan hasil audit atas laporan keuangan
tahunan PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau yang
dilaksanakan oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan
Pengawas;
usia maksimal bagi Direktur yang diangkat kembali
sebagaimana dimaksud huruf c adalah 59 tahun;



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan proses seleksi Direktur PDAM
dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sekadau;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur
lebih lanjut oleh Panitia Pelaksana;

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI SEKADAU,

TID

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
TTD
YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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NIP yslowo 200803 1 001




